
BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

. PERAruRAN BUPATI BANJAR

, 
NOMOR t7 rAHUN 2O2O

: TENTANG
PEI.AKSANAAN SISTEM ANLINEATAS DATA TRANSAKSI PEMBAYARAN

PAIIq'K HOTEL, PfuIAK RESTORAN DAN PAJAK HIBURAN
; DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA EsA

Menimbang : bahwa berdasarkan ke
Daerah Kabupaten B
Perubahan Ketiga At
Irlomor 3 Tatrun 2011
Peraturan Bupati ten
Transaksi Pembayaran Pajak Hotel, pajak Restoran, dan pqiak
Hiburan;

Mengingat : I 1. !{n{ang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan
undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun lgsg tenfang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Iembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1gs3 Nomor 9, Tambehan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai
undang-undang (Iembaran Negara Republik indonelia
Tahun 1959 Nomor 72, Ta:nbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820); l

undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata CAra PcIpqi*B& (knnbffsn Negere BepUblik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 4g, Tambahan t embaran
Negara Nomor 32621 ssfoagaimana telah diubah beberapa rkari
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2OOg
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UndAng-
undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang perubatran Keernpat
Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1g8g teniang
Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan mer{adi
undangundang (Lembaran Negara Repubrik Indorresia
Tahun 2oog Nomor 62 Tambahan l.embaran Negara Republik
Indonesia Nomor a953);

undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Inforrr,rasi
dan Transaksi Elektronik (L,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tarrrbahan femb4ran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana ttsl,ah
diuhah derrgpx Undang-Undar-rg Nonror 19 Tahun Eoto
tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Iremb{ran
Negara Repubrik Indonesia Tatrun 2016 Nomor 2sL,
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor
5q63h
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4' undang-undang Nomor 28 Tahun Zaag tentang pajak Dacrahdan Retribusi Daerah (Lembaran uegara nepuirili rnaonesiaTahun 2009 Nomor 130, Tambaf,an Lembaran- *"d;"Republik Indonesia Nomor S0a9);

: 5. undang-unda'g Nomor zg Tahun 2oL4 terrtangFeffierinrahan ?*oh (I-embaran Ne ;ara n"p"uut r"ol"[i", Tahun z0L4 Nornor 244, Tambahan r**t"*, ni*;Republik Indonesia Nomor 5567)
beberapa kati terakhir dengan: Tahun 2015 tentang perubahan Kedua' Nomor 2s rehua zat4 tentang pemerintahan Baerahr (Irembaran Negara Republik Indonisia Tahun toii -hil;;.

, 58, Tambaha' I-embaran Negara nepublik I"d;;" ii;;;.
567e);

6, Peraturan Pemerintah Nomer l? T#urr e01g teqtang: Pengelolaan Keuangan Daeratr (Lembaran ruetara nrp"tiir.
Indonesia Tahun 2o1g Nomor 42, Tambahan Lem'beran, Negara Republik Indonesia Nomor 6,322l;'7. Peraturaa Menteri Dalam Negeri Nomor ls rahun 2006tentang pcdoman Fengelolaan Keuanges D&erah' sgtongaimena telah diubah beberapa kali teiaktrir J"irg;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor zl rahun z6irtentang perubahan Kedua atas peraturan Menteri Dh.lam
Iiiegeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelglaan

, Keuangen Daerah (Berita Negara neputlik indonesij Tril;' ?OLl Nomor 31O);

,8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor go Tahun 201s
' tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara
, Republik Indonesia Tahun 2o1s Nomor 2036) sebagairiiana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam weger{ Nomor
120 Tahun 2o18 teptang perubahan Ats.s peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor Bo rahun zo15 tentang pembentukan
Produk Huliar_m Daerah (Berita Negara Reputut Indoaesia: Tahun 2018 Dlomor 157);

'9, Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor s rahun zoLL
leqtang Pdak Daeratr (Lembaran Daerah Kabupaten B4njar
Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran oaeiatr' Kabupaten Banjar Nomor s) seb4gaimana telah diibah: beberapa kali teraldrir dengan peraturan Daerah Kabupaten
Banjar Nomor 3 Tahun 2olg tentang perubahan Ketiga Atas' Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun go l l, tentans pai{ Daerah (Lembaran Daeratr Kabupaten Baniar
Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran naeiah, Kabupaten Banjar Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016tentang Pembentukan dan susunan perangkat Drp."t
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomof 13,' Tambatran Lernbaran Daeratr Kabupaten Baqiar Nomor 1p);

11. Peraturan Brlnati Banjar Nomor g fahun 2O1z terr.,tang

l.t"ojuk Pelaksanaan Pajak Hotel (Berita Daerah Ifubupaten
Banjar Tahun 2Ol7 Nomor 9);
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feratrlryn Plp"U Banjar un Zgt?Petunjuk Pelaksanaan L^
Kabupaten Ba,jar Tatrun (Berita

feraturyn Bupati Banjar u:r ZO|T
letunjuk pelaksanaan 

FeritaKabupatea Banjar Tahun

tentang
Daerah

tentang
Daerah

MEMUTUSKAN :

. PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN SISTEM ONLTNE: ATAS DATA TRANSAKSI PEMBAYARAN PAJAK HOTEL, PAJAK
I RESTORAN DAN PAJAK HIBURAN. i

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peratura+ Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah aaahh Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah , Daerah adalatr Kepala Daerah ssfoagai unsur

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksan"i, ,rro*"r,
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kepala Daeqah yang sel,anjutnya disebut Bupati adalatr Bupati Banjar. 
;4' Badan Pendapatan Daerah adatah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

BarU'*,

5' Kepala Bada4 adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah IGbupaten Banjar.
6. Dinas Penanaman Modal dan P€r{inan Terpadu Satu pintu ada1aS Dinas

Penanaman Modal dan Periiinan Terpadu Satu llntu Kabupate" 
-B;j""

alah kontribusi wajib kepada
adan yang bersifat memaksa

an tidak mendapatkan imbalan seeara
perluen Daerah bagi sebeges_bee61ryC

8' wajib Pdak: adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentnranperaturan perpajakan daerah diwajibka-n- il;"kmelakukan I pa:at Restoran aan ea3at iiil;"";;;
terutang.

9' Pihak saha yang bertindak sebagai penyedia jarin{an,peran si online.
10. taB?l Pqiak Daeratr, yang selanjutnya disingt<at SKPD adalah surat

Fejek va$s nrrerrentukaa beearnya jumfirr pokok G"k ;-*-
11. Pembayaran --Li --.

imbalair atas seDagal

pengusatra H kePPda

12. Sistem jaringan informasi adalatr sarana perangkat dan sistem rnforrhasipendapatan daerah dalam bentuk rp*pro yang dapat menghub,rogk",
secara. t{|r_Sf[lg..-dqr8"+ flerangkat dan- sistem pembayara, pi.1.*r* t;;;yang dimiliki lrlfajib Pajak. ' v - -

Menetapkan :

penyelenggara
pemerintahan



13' sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistemterintegrasi melalui media internet.

BAB II
SISTEM ONLINE

Bagian Kesatu
Sareria P€tuilgkat ekrh Sistem Infiormasi

Pasal 2

darr sistcrr inforryrasi
dan aistem informasi

ran dan pajak Hiburan yang dirrliliki

(21 Pelaksanaan'ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh

(3) Sarana d.an sistem informasi
ayat (1) merupakan sarana

an.
(4) Jika terdapat kendala dalam menghubungkan sarena sebagaimana dimatrqsud

qada ayat {1}, Badan pendapatan De - e - : --_-;g*",
d
h aQrah

Pasal 3

(U Terhadap waiib_.eajak yang telatr memiliki perangkat dan sistem inforlnasi
pembayarafl' onl*te' secara terpu tt, dan pusat sistem informasi t"rruU,.t
berada di Daerah, laaka pel,aksanaan sisiem online dapat dilakukan Li.f,
Badan Pendapatan Daerah pada pusat informasi yang terdapat pada Wp.jib
Pajak.

(2) Dalam hal pusat informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berada di
luar Daeratr, maka pelaksanaan sistem orrtinedapat Oifaf.rf.rn pud.* masing-
mssing temEnt umha outlet yarrg herada di Dserah

(3) Da1am hal perangkat dan sistem informasi pembayaran sebagaimana
dimaksud pada Syat (ll mencakup tempat usatra ouflet yang be-rada di
beberapa wilayatr di Daerah, maka pelaksanaan ontiie Jtuf, ild;
Pendapatan 'Daerah harrya mencakup perangkat dan sistem informasi
pembayataf, yalig befada di Deerah ,

Pasal 4

(1) Pelaksanaan:sistem online sebagaimana dimaksud dalam Pasat 2 dilak,kanql€lt Bedg#] , Pe.$daPe.ta& Deesd? se$Bai dengar,l keraampuan keuaqgan
Daerah.

i

(2) pada ayat (1), juga d4pat
dengan berpedoman pada
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{2) Data transaksi
diketahui oreh ,?l*mm tfr.ffi;jTro$fjL*";:#
online-

(3) Penetapan 'wajib Pajak secara sistem online dilakukan oleh BadanPendapararr: Daerah dalam bentuk SKPD.

Bagan Ketiga ,

Tata cara pemasangao Alat dan/atau 
:$istem perekam Data Tran-sa1 si usaha wajib pajak 
i

1"9+ Pgndapatan Daerah melakukan sosialisasi- terkait dengan pemasanganalat dan/ard-u sistem perekam d.ata nsaksi usa:ra wzuib Frfrk. i

pemeta^an Wajib pajai<
data transaksi ubahe

,

Pasal 8

(21 Daerah
s* 4ilaks

data transaksi usaha Wajib
dimaksud pa.da ayar (1).

(1)

(2|

(1)

(1)

(2j

(1)

tzt

(3)

pasal 9 ,

wajib Pqiak wqiib memberikan akses dan informasi kepada Badan
Pendapatan . Daerah dalam rangka pemasangan alat dan/atau *Gil

Wajib Pajak yang tidak bersedia dan/atau menolak untuk dilakukan
dqr/atau eieteua perekem date transaksi ueaha w4ih pa.iak

: Bagran Keempat' i Pemanfaatan naslt perekaman Alat dan/atau

Pasal 10

Hasil perekaman AIat dan/atau Sistem Perekam Data Transaksi Usaha Wajib
Pajak bukau:sebagai dasar ketetapan pajak. , 

-

B_adan Pendapatan Daerah dapat memanfaatkal hasil perekaman
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan pemeriksEran pajat<.

Bqdan Penrlapatan Daerah melakukan pemantauan hasil perekaman
sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dan melakukan evaluLsi untuk
kepentingan pemeriksaan Fajak. 

.

B1dan. Perdapatan Daerah wajib merahasiakan hasil perekaman
sebagtlrnatra r+inlaksud. pada 'at (U kecuali untuk klpentingan
pemeriksaan, pqi*k dan/atau ke ntingan lain yang mewajibkin il;"k
membuka kerahasiaan data W4iib Pajak sesuai dengan ketentuan perattiral
perundang-rlndangan.

(4)



(2) Dalam hal:Wajib pajak akan menambah
Pajak, Wajib pajak
untuk menyarnbung

Pasel S

(U Dalam hal lHajib Pajak yang telah melaksanakan sarana dan sistem informasipembayaran Pajak dengan sistem anline,
gkat dan si
untuk menghubungkan kenabeli p+detU+i
em pembayaran pajak daerah yang Ugtum

atau mengurangi perangkat I dan
memberitahukan kepada B4dan
atau memutuskan sieterr antine

:

a. Pajak Hotel, yaitu :

1) ruangan (rooml;

2) proses pencucian (laundry);

3) telepon (tetephone\;

4l pusat pelayanan bisnis (business centre);

5) transpcrtasi yang dil<elcia hotei atau yang dikerjasarnakarr oleh
dengan pihak lain;

6) pelayanan jasa penyelenggaraan acara (banquefl;

7l ruangan lmeeting rooml; dan
8) spa dan S/m.

b. Pajak Restoran, yaitu :

1) hargp makanan / minuman;
2l peny.qdiaan dan pelayanan makanan dan minuman (food and

beverage); dan

3) pembayaran dengan cara menggabungkan biaya-biaya (ruom charge),

c. Pajak Hiburan, yaitu
l) pembyaran denga:e cara menggabungkan biaya-biaya lrcom chargel;

2l harB tanda masuk/ tarjtl biaya minimum (minimttm ctwrgel I Haya
tambahan (couer clwryel / minuman pertama (frst drinkl jdan
oejeaionya; dan i

(3) wajib Pajak tidak berhak mengubah data yang berada pada sistem , danperangkat yang dipasang oleh peme intah Daerah.
(4) Wajib p4iak yang tidak ragr melakukan usahanya di Da+rah wqiihmelaporkan kepada Badan pendapatam Daerah.
(5) Badan Pendapatan Daerah berhak menarik sistem aplikasi beserta perangkat

yang telah terpasang dan memutuskan jaringan orttineyang ada. -
, Bagan Kedua i

Transaksi pembayaran

Pasal 6

(1) Data transatr<si pembayaran pqjak daerah sebagaimana dimaksud datam
Pasal 2 ayaf ,(3) meliputi data transaksi yang men3idi dasar pengenaan pajat,
meliputi :

1'r nfc l
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Pasal 11

{u

untuk menyampaikan data tambatr
(2| Permintaart' data tambahan dan/atau penjelasan resmi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dengan surat permintaan tersendiri. j

(3) wqiib Pajak,wqiib menyampaikan data tambahan dan/afau penjelasan yangdibutuhkan oleh Badan pendapatan Daerah. - l
(41 Pemeriksaan Pajak dapat dilakukan

Pasal 12 :

?d"ry melakukan pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksud datam pasal lodan Pasal 11, Badan Pendapatan Daerah Uerf,eaoman pada f."iurrtil-o;;tr;
per.undang-undiryge*r.

BAB III
.. HAK DAN KEWAJIBAN

, Pasal 13

(1) Badan Pendapatan Daerah berkewajiban :

a. menyimpan kerahasiaan setiap data transaksi pembayaran pqjak dari
setiap Wa.iib Pajak; 

i

b. data traneaksi pembaya-ran Pajak hanya digunakan untuk keperluaii di
bidang pe-pajakan daerah; :

c. melakukan tindakan administrasi pemungutan Pajak atas kewajlban
perpaj aken W4iib Paj ak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan

d. menyimp&n data transaksi pembayaran pajak.

{21 Badan Pendapatan Daerah berhak untuk : ,

a. memperoleh kemudahan untuk menginstal / memasang / menglru bung[<an
perangkat'dan sistem pengawasan Pajak secara online pada tempat usaha
outlet W"jib Pajak; dan

b. memperolgh informasi data transaksi lainnya yang terkait dengan data
pembayar-,an yang menjadi dasar pengenaan pajak sesuai ketenttran
peraturan:perundang. -undangan. ':

Pasal 14

(1) wqiib Pajak'ryajib untuk :

a. memasukkan/ menginput data setiap transaksi pembayaran dari
konsumenlSubjek eaJaE kepada Wajib Pajak sesuai keientuan peratdran
perundang-undangan; i

b. menjaga ;pertmgkat dan sistern pcntawasanl pemhayararr Fajak .ri*r.
oniine yang sudah terinstal/ terpasang/ tersambung dalam keadaan baik;
Can
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c, melaporkan apabilia sistem aplikasi tidak jalAn/fUgd{ kepada BadanPendapaten Daerah paling lam'6at z x 24 (dd.ili llffi"r"h ernpat),jamsetelah adanya kerusakan perangkat dan sistem pengawasan yang sudahterinstal. rY-^b$Y!r

(21 Wajib Pajak:berhak untuk ;

a' mempErcleh dispea'see{ atas kewajiban meiegalisasi bonlbill pembayar€ulsesuai ketentuan peraturan p"rur,dang-undan-gan - - ---' 
:

b' memperqhh informasi data kewajiban Perpajakan Daerah yarrg seharu6nyadibayar dari setiap transaksi pembay*." yang i;.Gl aEngan ail;pengenaan pajak; ; ---
c' memperolbh kerahasiaan data transaksi Wajib Pajak yang dilaksanakan

otrtine dalam rangka pengawasan pembayafian p"j"r.; a"', i

d' mendapat|<an jarninan pemasantan/ penyambungan/ penempatan sistem
online tid+ mengganggu sistem dan plrangkat vais J"i"r, ad^a pada W"jlbPajak.

(1)

BAB IV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

Y"ji! Pajak, yang tidak memberikan akses sebrgaimana dimaksud dalam

Waji.b Pajak yang tidak bersedia dilakukan pernasangan alat dan/atau sigtem
perekam data transaksi usaha sebagaimana aimatcsua aaUm pasal O aylt 

1e1dikenakan qAnksi administrasi.
Wajib eajak, yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud
dalam Pasal ,t4 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi. ,

sanksi Adqxinistrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (U dan ayat tzl
berupa i

a- teguran lisan;
b. teguran teltulis;
c. penghentiAn sementara kegiatan;
d. pcnghcfleiefr. rekr, lee$amn;

e. pencabutar-r sementara izin; dan/atau l

f. pencabutqn tetap izin.

Bupati meffipahkan kewenangan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah
untuk mernberikan teguran lisan dan teguran tertu[is ssfoegeiroana dimaksud
pada ayat {fl huruf a dan huruf b kepada Wadib Fajak yang tidak bersedia
dilakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi uqaha
yang dimiliki oleh W4jib Pajak.

Pasal 16

(U Apabila Wajib Pajak Lidak mengindahkan teguran lisan, maka Kepala Badan
Pendapatan Daerah menerbitkan teguran tertulis dengan tahapan sebagai
berikut :

a. Teguran I, diterbitkan paling lamhat 7 (tuju-h) hari se.;ak diteima teguran
lisan oleh Wajib Pajak;

b. Teguran II, diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterima teguran I
oleh Wa3ib Pa.lak; dan

c. Tegr,.iran IlI. diterbitJ<an paiing lambat 7 (tujuh) ha-ri sejak diterima teguran
ii oleh Wajib Pajak.

(2)

(3)

(4)

(5)



(2)

t 1,

(2)

(3)

(1)

t2l

I

ud pada ayat (1) disampaikan juga
dan Dinad penanaman Modal 

-d;n
mbusan. ',

, pasal 1T :

7 [tujuh) hari setelah Tegurap III
Wqiib Pajak tetap tidak bersedia

sistem perekam data transaksi ugahayang dimiliki oleh wajib pajak maka Badan pendapatan Daerahberkoordinasi kepada : -l-*^
a- Satuan Polisi Parnong Praja melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil,ntrrt

memprioses penghentian sementara kegiatan; dan- '.]---*

b. Dinas Penanaman Modat dan pelayanan Terpadu Satrr pintu untukrnernproses pencabutan sementara izin. -. -.
Pe-nghentian sementara kegiatan dan pencahutan sementara ,izita
seba pada ayat (1) dilaksanakan maksimal selarna 3 bulansesu ran perundang-undangarr.

4an pencahutan sementera 
'igin

1) ditetapkan oleh Dinas penanaman
tu.

Pasal 18

Apabila Wedtb Pajak tetap tidak
dan/atau sistem perekam data tran
Pajak setelah dilaksanakan pnghenti
sementara iain sebagaimana dimak
dikenakan sanksi administratif pen
tetap izin.

Penglrentian tetap kegiatan dan pencabutan tetap izrn sebagair4ana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas pelanaman M.;aJ ,d".
Perijinan ftrpadu Satu pintu.

BAB V, PENGAWASAN PEMBAYARAN

Pasal 19 :

Ba_dan Pendapatan Daerah meliakukan pengawa
online atas data transaksi pembayaran p4iak H-otel,
Hiburan.

har kesesuaian antara raporan pajak derigan
oleh Wajib paJak. 

:

Pel,aksanapn : sistem onlfurc atas data
Restoran dafi P4jak Hiburan dalam
pada Wajib, Pajak, tidak mengurangi
ktentuge lei$ sebagairaafta-diatur
dalarn hal kewajiban rrelegalieaoi bon
dalam ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf a.

(1)

(21

(3)



l:*!tytT !ul"t sanaan sistem online atas dara. transaksi pembayaran EeiakHo@l', Peiaft REstoran dasi P'eiak Hiburah dibebankan p"A. Adg;"" pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar dan sumb"" r"ir, ;tr; sah dan tidakmengikat msuai dengan ketentuan perati perundang-ora"r.i*,. 

,

lo

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 20

BAB VII
KETENTUAN PENUTUF

, pasal 21 i

Peratrrran BrrBafi ini rnulai berlalru pada tanggar diundangkan . ,,

ls* setiap qrq:rg 
aturanBupati ini dengan p :':'*'

Diundangkan di h4artapura
pada tanggal , AP l- q ?-e >c

SEKRETARIS DAEKAH KABUPATEN BANJAR,

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2A2O NOMC)R IF

Ditetapkan di Martapura
pada tanggai { Aprrl

sffi,
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